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BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUS AN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGéiT II NGANJUK
NOMOR : 024 TAHUN 1988
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PEMAN
TAPAN ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH DESA
( LMD ) DAN PERANGKAT DESA DALAM PENYE-
LENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASAR -
KAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979
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Bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan kétram
pilan Anggota LMD dan Perangkat Desa dalam rang
ka mempercepat pelaksanaan Undang-Undang Nomor-
5 Tahun 1979 beserta peraturan pelaksanaannya s
maka dipandang perlu menyelenggarakan pemantap-
an Anggota LMD dan Perangkat Desa dalam penye -
lenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang
Undéng: Nomor 5 Tahun 1979 ;

Bahwa sehubungan dengan huruf a konsideran me-

‘nimbang ini perlu dibentuk Panitia Penyelengga-

ra Pemantapan Anggota LMD dam Perangkat Desa-
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdgs-

- sarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, deﬂéan

Keputusan Bupati Kepala Daerah .

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok
Pokok Pemerintahan di Daerah ;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Peme-

rintahan Desa ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 81
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Peme-
rintahan Desa dan Perangkat Desa ;
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4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981,
tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa

5. Peraturan lMenteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1984,
tentang Pembinsan dan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa dan Pemerintahan Kelurahan

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa -
Timur Nomor 21 Tehun 1981 tentang Pembentukan Lem—
baga Musyawarah Desa j;

T. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngan-~
juk Nomor 8 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi-
dan Tata Kerja Pemerintalh Desa dan Perangkat Desa.

1o Surat Menteri Dalam Negeri, tanggal 10 Maret 1987,
Nomor : 140/1000/PUCD perihal Peningkatan Peranan-
Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa Dalam Pe -
nyelenggaraan ‘Pemerintah Desa i

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur,
tanggal : 23 Agustus 1983, Nomor : 145.2/14265/012
/1983 perihal Petunjuk Pelaksanaan Iembaga Musya —
warah Desa 3

* 3. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk,

e

tanggal : 22 September 1983 Nomor : 141/02/447.11/
1983, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lembaga lMusya -
warah Desae. - "

ME M UTUSKAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TEN

TANG PEMBENTUKAN PANITTIA PENYEILENGGARA PENANTAPAN

ANGGOTA TEMBAGA MNUSYAWARAH DESA (I1MD) DAN PERANGKAT -
ESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DMSA BERDASAR
KAN UNDANG-~UNDANG WOMOR 5 TAHUN 1979.

Pagsal 1.

(1) Membentuk Panitia Penyelenggara .Pemantapan Anggo-
ta Lembaga IMusyawarah Dega dan Perangkaf'Desa da~ -
lam penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan
Undang~-Undang Nomor 5 Tehun 1979, dengan susunan-—
keanggotaan panitia sebagaimana tercantum dalam -
lampiran I Keputusan ini.

(2) Sekretaris......
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(2) Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Ting -
kat II Nganjuk ditunjuk sebagal Pembina Panitia -
Penyelenggara dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal 2.

Panitia dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini
mempunyai tugas @

a. Menyelenggarskan pemantapan Anggota Lembaga Musya~—
warah Desa (IMD) dan Perangkat Desa dalam penye -
lenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang~Un
dang Nomor 5 Tahun 1979 dengan sebaik-baiknya j

b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati -
Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, paling lambat 1-
(satu) bulan setelah pelaksanaan tugas.

Pasal 3.

Peserta pemantapan dimaksud pada huruf a pa-
sal 2 Kepubusan ini adalah :

a. Seluruvh Anggota Lembage Musyawarah Desa Binsan se-
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk 3

b. Kepala Urusan Pemerintahan Desa, untuk Dega~Dega -
sebagaimana dimeksud huruf a pasal 3 diatas j

c. Kepala Urusan Pemerintshan Desa, Desa Percontohan-
yvang IMD nya bukan termasuk katagori IND binaan j

d. Kepala Urusan Pemerintahan Kecamatan se Kabupaten-
Daerah Tingkat II Nganjuk.
Pasal 4.

Menugaskan kepada yang nama-namanya tercan -
tum daleam lampiran II Keputusan ini untuk bertindak -
sebagai penceramah dengan tugas @

a. Menyiapkan materi yang akan disajikan j
b. Menciptakan kerja sama yang baik dengan panitia pe
nyelenggara.
Pasal 5.

Tujuan pemantapan dimaksud pada huruf a pa -
sal 2 Kepubtusan ini adalah
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a. lleningkatkan pengetehuan dan ketrampilan para Anggo-
ta Lembaga Musyawarah Desa dan Perangkat Desa dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasar -
kan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ;

b. Meningkatkan peranan dan fungsi ILembaga Musyawarsh-
Desa.

Pasal 6.

Biaya pelaksanaan penyelenggaraan pemantapan -
sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal 2 Keputusan -
ini dibebankan pads Anggaran Pendapatan dan Belanja Da
erah Tingkat II Nganjuk, pasal 2.2.3. 1086.

Pasal 7.

(1) Xeputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
akan diadakan perubshan apabila ternyata dikemudi-
an hari terdapat kekeliruvan di dalamnya ;

(2) Xeputusan ini divmumkan dalem Lembarsn Deerah Kabu
paten Daerah Tingkat II Nganjulke

DITETAPKAN Df} ¢+ NG ANJ UK
PADA TANGGA : & - 3~ 1988

BUPATI KEPA
P

DAERAH
ANJTU

NGKAT ITI

KEPUTUSAN ini disampaiken “Drs. IBNU SATAM
T 5700157Th

Kepada ¢

Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa - Timur
di Surabaya;

Sdr. Pembantu Gubernur  di
Kediri 3

Sdr. Kepala Itwilkab. Dati-
IT Nganjuk 3

Sdr, Gamat se Kab. Dati IT

Nganjuk 3
Sdr. Pembantu Bupati se Kab
Dati IT Nganjuk

Sdr. Para Anggota Panitia -
Penyelenggara
Sdr. Para Penceramah .

dalam :Eﬁﬁlbw_ﬁm—a S ——

Dam»h ngkat TF Nvan;]uk, Tohum 1987
Sewmdl 3 D2 Tonsoal !

Nomor i 09, 10 MAR 1988

Aen, BUPATI KIPA \TRAH TINGKAT IT

% Sekretaris

NIP 010020672



TAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPATA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
TANGGAL : & APore# 1988
NOMOR t O285 Jabwrn 1938

@

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PEMANTAPAN ANGGOTA IEMBAGA

MUSYAWARAH DESA (IMD) DAN PERANGKAT DESA DALAM PENYELENG

GARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR.
5 TAHUN 1979

No.! Nama tJabatan dalam! Keterangan Jabatan/Instan~—
‘ ' Panitia ' gi.
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1.!' Asmoedji ' Ketua ! Kepala Bagian Pemerintahan.
- 2.' Drs.Aman Sentosa ! Sekretaris ! Kasub Bag Pemerintahan Desa

3¢ Rini Pudji Utami ' Bendahara ? Bendahars, Bag.Pemerintahan.

4.' Drs. M. Ridwan ' Anggota 't XKasub Bag Tata Praja.

5. Dra. Sigit 8 ' Anggota ! Xasub Bag Kependudukan.
6.' Sigit HP, SH ' Anggota ' Staf Bag Pemerintahan.
7.' Drs. Djoko S. ! Anggota’ ' Staf Bag Pemerintahan.
8.4 Muzryono 1 Anggota ! Staf Bag Pemerintahan.
9.' Endang SAR ® Anggota ' Staf Bag Pemerintahan.
100! Sudarti It Anggota * Stéf Bag Pemerintahan.

Drs. IBNU SATAM

NIP 010015774



LAMPTRAN II : KEPUTUSAN BUPATT KEPALA DAERAH

~ NOMOR

TINGKAT II NGANJUK
TANGGAL : & /ore# 1988
ORE Taher 1989_
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DAFTAR : NAMA~NAMA PENCERAMAH PEMANTAPAN ANGGOTA IEM -
BAGA MUSYAWARAH DESA (IMD) DAN PERANGKAT DESA
DATAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDA
SARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979.-
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No, !

Nama

Keterangan Jabatan
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Asmoed ji
Brs.}Aman Santosa
Drs. Moh Ridwan

Dre. Sigit Sukartono
Drs. Cipto Riyadi

Eko Suvmarno, BA

Kepala Bagian Pemerintahan.

' Bagian Pemerintahan,

Bagian Pemerintahan.
Bagian Pemerintahan.

L bvwidk e b.

' Kantor Bangdes.

BUPATI KEH INGKAT II

Drs., IBNU SATAM
NIP 010015774.



